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ABSTRAK 

Salah satu tujuan dari pendirian BMT adalah untuk mewujudkan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik 

dan meningkat dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun 

dari segi pemahaman pola ekonomi syariah. Akan tetapi masalah 

yang sering dihadapi oleh sebagian masyarakat, khususnya 

masyarakat kecil dalam menjalankan usahanya adalah masalah 

modal. Keberadaan BMT Assyafi‟iyah BN Gadingrejo sangat 

berperan dan berpengaruh bagi masyarakat kecil karena dapat 

dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan usahanya agar menjadi berkembang dari sebelumnya 

yang sering disebut dengan sistem pembiayaan Mudhrabah (profit 

sharing). Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan 

tersebut masyarakat di sekitar kecamatan Gadingrejo akan meningkat 

pendapatannya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini, dianggap 

mampu memberdayakan perekonomian Anggota dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat 

permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, yaitu untuk 

mengetahui Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Anggota.  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dalam 

keadaan sewajarnya, menggunakan bekerja secara sistematis, terarah, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat 

ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data 

atauinformasi yang bersifat sewajarnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa 

Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Anggota. dapat dikatakan sudah berhasil, sebab adanya perubahan 

perekonomian yang lebih membaik terbukti dari hasil wawancara 

kepada anggota pembiayaan. Implementasi Pembiayaan Mudarabah 

yang diberikan pada Anggota disekitar Gadingrejo telah mengalami 

kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi 

dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka 

secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan 

para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur. 

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pemberdayaan, BMT 
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ABSTRACT 

One of the goals of establishing BMT is to create a community 

and community empowerment to be better and improve than before. 

Both in terms of business and in terms of understanding the patterns of 

Islamic economics. However, the problem that is often faced by some 

people, especially small communities in running their business is the 

problem of capital. The existence of BMT Assyafi'iyah BN 

Gadingrejo plays a very important role and influences the small 

community because it can be used as a source of capital that can be 

used to increase their business so that it develops from before which is 

often referred to as the Mudharabah (profit sharing) financing system. 

To find out whether with this financing the people around the 

Gadingrejo sub-district will increase their income. So that with this 

financing, it is considered capable of empowering the member's 

economy and improving the welfare of the community. From this 

background, there is a very important issue to discuss, namely to find 

out the Role of Mudharabah Financing in Member Economic 

Empowerment. 

This type of research includes field research. This research is 

carried out by collecting data in reasonable circumstances, using work 

in a systematic, directed, and accountable manner so that it does not 

lose its scientific nature or a series of activities or processes to capture 

data or information that is reasonable. 

Based on the results of field research, it shows that the Role of 

Mudharabah Financing in Member Economic Empowerment. it can be 

said that it has been successful, because there have been changes in 

the economy that are getting better as evidenced by the results of 

interviews with financing members. The implementation of 

Mudarabah Financing provided to Members around Gadingrejo has 

progressed, namely an increase in terms of income, production and 

performance. So that with an increase in production, the income will 

automatically increase. This is what causes the community and traders 

to be more prosperous and prosperous. 

Keywords: Mudharabah Financing, Empowerment, BMT 
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MOTTO 

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَ ن ْ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ
رُونَ  ۚ  وَالْبَ غْيِ  ٠٩ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ  

 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. (Q.S. An-Nahl (16) :90). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan 

gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi 

ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Analisis 

Menurut Wiradi, analisis adalah sebuah aktivitas yang 

didalamnya melibatkan berbabgai kegiatan seperti mengurai, 

memilih sekaligus menggolongkan untuk menemukan 

makna sekaligus kaitannya.
1
 

2. Peran 

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
2
 

3. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
3
 

4. Mudharabah 

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik 

modal (rab al-mal) dan pengguna dana (Mudharib) untuk 

digunakan untuk aktivitas yang produktif.

                                                             
1
 Wirardi,Gunawan, Analisis Sosial (Jakarta. Rineka Cipta, 2002) 

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2014) 
3
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002),92. 
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5. Baitul Mall WaTamwil (BMT) 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha 

mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa 

tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan 

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wa 

tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, 

serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan 

amanatnya.
4
 

6. Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya 

masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan akan kesadaran akan potensi ekonomi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 

8. Anggota 

Anggota atau Nasabah adalah pelanggan (costumer) 

yaitu individu atau yang mendapatkan manfaat atau produk 

dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan dalam hal ini 

BMT, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta 

layanan jasa.
5
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa skripsi ini akan 

menganalisa tentang Peran Pembiayaan Mudharabah dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi pada BMT Assyafi‟iyah 

BN Cabang Gadingrejo). 

 

                                                             
4
A. Djazuli, Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2002),183. 
5
Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal 

Nisbah,65. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian 

dunia adalah mengenai kemiskinan. Data survey Badan Pusat 

Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2017, jumlah 

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 

juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang 

dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta 

orang (10,64 persen).
6
 

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah 

satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui 

pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, 

yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang 

memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat 

mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan
7
. 

Perkembagaan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai 

beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh 

dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Perkembangan 

lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan 

beroperasinya perbankan syariah pertama yakni Bank Muamalat 

Indonesia, namun hingga saat ini jangkauan terhadap usaha-usaha 

mikro kecil menengah yang berada di lingkup masyarakat bawah 

masih sangat minim. Masyarakat yang berada pada lapisan bawah 

masih merasa sulit untuk mengakses lembaga Perbankan termasuk 

dalam hal ini perbankan syariah, hal tersebut disebabkan karena 

adanya ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga perbankan 

dalam mengakses pembiayaan, dengan kata lain lembaga mikro 

kecil tersebut harus bankebel (memenuhi syarat perbankan) jika 

ingin melakukan pembiayaan terhadap perbankan syariah, dan hal 

tersebut yang masih sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat yang 

                                                             
6
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan. 

7
Euis Amalia, keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan 

Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),2. 
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memiliki usaha skala mikro dan kecil. Ini menandakan bahwa 

harus ada lembaga perpanjangan tangan dari perbankan untuk 

memfasilitasi masyarakat dengan lembaga perbankan syariah, 

sehingga cita-cita luhur pendirian perbankan syariah dapat 

terwujud yakni menjangkau masyarakat menengah kebawah dalam 

akses permodalannya, lembaga tersebut adalah Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT).
8
 

Lahirnya BMT didorong dengan kenyataan bahwa keberadaan 

Perbankan Syaiah cenderung berpusat di tengah masyarakat 

perkotaan dan melayani usaha usaha golongan menengah keatas. 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro Islam non bank yang 

memiliki peran secara langsung bersentuhan dengan kesejahteraan 

perekonomian masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan 

perekenomian anggota pada khususnya, dimana BMT melalui 

pembiayaannya dapat meminimalkan kegiatan spekulasi dalam 

usaha dan memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam bidang 

produksi dengan pembiayaanpembiayaan yang dilakukan sesuai 

dengan produk-produk yang ditawarkan pada tiap-tiapBaitul Mal 

Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non bank. 

BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan ekonomi umat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai ta’awun (tolong menolong) dan 

kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Pelaksanaan 

operasionalnya berlandaskan syariat Islam. Karena BMT lahir dari 

masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya 

BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga yang berbadan hukum 

koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu 

sesuai dengan aturan yang berlaku. BMT dapatdikembangkan 

sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi Bank 

Perkreditan Syariah.
9
 

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi 

                                                             
8
Makhalul Ilmi. (2002). Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan 

Syariah. 
9
Ahmad Rodoni dkk. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: 

Zikrul Hakim. 
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masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank 

Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip 

bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, 

meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan cikal 

bakal bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu 

masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan 

sertapelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” 

bila berhubungan dengan pihak bank.
10

 

Pada dasarnya konsepsi pemberdayaan dan lahirnya lembaga 

Keuangan Islam seperti BMT sendiri memiliki keterikatan yang 

cukup jelas. Lahirnya BMT didorong oleh kenyataan bahwa 

keberadaan ekonomi syariah cenderung berpusat di tengah 

masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha golongan 

menengah ke atas, padahal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) 

kebanyakan berada di pinggir kota dan desa yang memiliki usaha 

relatif kecil dan terbatas sehingga kesulitan dalam mendapatkan 

modal. Titik mula lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

umat Islam akan pengembangan sistem perekonomian Islam di 

Indonesia. Ekonomi Islam sendiri dianggap sebagai alternatif dari 

sistem ekonomi konvensional yang cenderung di identifikasi 

sebagai ekonomi kapitalis dan dalam banyak hal sangat 

berseberangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
11

 

Secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), PINBUK pada dasarnya 

mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga 

pengembagan swadaya masyarakat, PINBUK sebagai lembaga 

primer karena mengemban misi yang sangat luas, karena pada 

dasarnya BMT dapat didirikan dan dibentuk oleh kelompok 

swadaya masyarakat (KSM) dan koperasi. Sebelum menjalankan 

usahanya seharusnya kelompok swadaya masyarakat 

mendapatkanizin dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi 

                                                             
10

Nurul Huda dan Mohammad Heykal. (2010). Lembaga Keuangan 

Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis. 
11

Sofhian. (2017). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan 

Lokal Gorontalo. Jurnal Al Ulum,169-170. 
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setempat jika berbadan hukum koperasi namun jika berbadan 

hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maka izin harus di 

peroleh dari kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tempat 

berdirinya BMT tersebut.
12

 

BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo ingin 

menjembatani masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang 

berdaya dan ingin menjadi peranan bagi masyarakat dalam 

meningkatkan perekonomian.Sehinnga masyarakat mampu 

mengelola dan mengembangkan keuangannya dengan baik, benar, 

dan tepat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat. 

Kehadiran BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo 

diharapkan mampu merambah semua kalangan masyarakat dan 

menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 

berjalannnya BMT.  

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, terutama 

masyarakat desa yang mayoritas adalah petani dan pedagang pada 

umumnya dapat disebabkan oleh ketidakberdayaan dalam 

mengolah dan mengembangkan potensi yang ada. BMT 

meningkatkan, membina, dan mendampingi pedagang kecil 

mengenai pengetahuan tentang akuntansi, manajemen, teknologi, 

pemasaran, administrasi, dan keuangan dari para pedagang kecil 

yang menjadi nasabah BMT yang diteliti, bagaimana peran BMT 

dalam memberdayakan usaha para pedagang kecil sebelum dan 

sesudah meneriman pembiayaan di bidang sektor riil dari BMT 

dilihat dari penggunaan alat-alat keuangan, pemasaran, 

manajemen, administrasi, akuntansi dan teknologi beserta omzet 

serta laba yang didapat. 

Fakta dilapangan bahwa masih banyak masyarakat di sekitar 

BMT Assyafi‟iyah Gadingrejo yang melakukan pembiayaan hanya 

untuk kebutuhan yang konsumtif bukan untuk hal yang produktif 

atau dengan kata lain para anggota hanya menunda kemiskinan 

terlihat dari banyaknya angka masyarakat yang tidak bekerja  

sebesar 901 orang (23,85)%  dan mengurus Rumah Tangga  

                                                             
12

Ibid,172. 
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sebesar 906 orang (23,98%) sehingga banyak pembiayaan yang 

macet karena tidak ada pengahasilan.
13

 

Dari latar belakang tersebut penulis ingin melihat lebih lanjut 

tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang direspon dengan baik 

oleh masyarakat sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan 

Mudharabah dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi 

pada BMT Assyafi’iyah BN Cabang Gadingrejo) “. 

C. Indentifikasi dan Batasan Masalah 

Penelitian ini fokus pada Peran Pembiayaan Mudharabah 

dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi pada BMT 

Assyafi‟iyah BN Cabang Gadingrejo). 

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini 

fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, 

sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari 

sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas 

pada, Penelitian ini membahas bagaimana peran pembiayaan 

Mudharabah dalam pemberdayaan ekonomi anggota. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana peran Pembiayaan Mudharabah dalam 

memberdayakan ekonomi anggota ?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, 

maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pembiayaan 

Mudharabah dalam memberdayakan ekonomi anggota. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

                                                             
13

Badan Pusat Statistik (BPS) Pekon Gadingrejo 
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a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Raden 

Intan Lampung  

b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, 

khususnya mengenai analisi implementasi pembiayaan 

Baitul Mall Wa Tamwill (BMT) Assya‟fiiyah terhadap 

pemberdayaan ekonomi anggota. 

c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya 

analisis implementasi pembiayaan BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional Cabang Gadingrejo terhadap 

pemberdayaan ekonomi anggota. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada 

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  

b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi 

syariah, khususnya mengenai analisis implementasi 

pembiayaan BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Cabang 

Gadingrejo terhadap pemberdayaan ekonomi anggota. 

c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya 

untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat 

permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, hasil penelitian 

terdahalu dibutuhkan sebagai referensi dan bahan acuan poin-

poin apa yang sudah pernah diteliti dan apa yang perlu diteliti, 

agar tidak adanya palgiasi perlu adanya kebaruan dalam sebuah 

penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Nur Fitria dan A. Syifaul 

Qulub yang berjudul “Peran Bmt Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama 

Surabaya)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

Peranan BMT Padi Bersinar Utama Surabaya dalam 
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meningkatkan modal dan pendapatan para pedagang yang 

menjadi anggota simpanan dan pembiayaan, sehingga 

pemberdayaan dapat terjadi. 
14

Perbedaanya adalah skripsi 

yang dibahas kali ini lebih terfokus pada anggota yang 

melakukaan pembiayaannya saja.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Supriani Muslimin yang 

berjudul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

Terhadap Pembedayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi 

Kasus pada Baitul Mall Wa Tamwil Al Amin Makassar)”. 

Penelitian ini membahas bagaimana peranan lembaga 

keuangan mikro syariah yaitu BMT terhadap pemberdayaan 

UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada 

masyarakat melalui pembiayaan mudhorobah dengan nisbah 

bagi hasil
15

. Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas kali ini 

tidak hanya kepada pelaku UMKM tapi kepada seluruh 

anggota pembiayaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Febrikawati Ratna 

Dhahitayang berjudul “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari 

Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Musyarakah”. 

Penelitian ini membahas bagaimana peranan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan UMKM 

yang dilakukan pada produk pembiayaan 

Musyarakah.
16

Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas kali 

ini pembiayaannya menggunakan akad Mudharabah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ulya Nindyaningtyas yang 

                                                             
14

Fitria, Et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 6 No. 11 

November 2019: 2303-2330; Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

(Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya) 
15

Supriani Muslimin, Peranan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Makassar, 2015) 
16

Diyah Febrikawati, Peranan KJKS BMT mitra Mentari Mersi dalam 

Pemberdayaan UMKM  melalui pembiayaan Musyarakah. Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah 1.1(2018),1-6. 
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berjudul “ Peran Pembiayaan Produktif BMT Pahlawan dalam 

peningkatan Kesejahteraan Anggota” penelitian ini membahas 

BMT mampu mereduksi tingkat kedalaman kemiskinan, 

artinya jumlah dari anggota yang tergolong sejahtera 

bertambah
17

. Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas kali ini 

bukan hanya pembiayaan yang produktif, melainkan 

pembiayaan yang konsumtif juga.  

5. Penelitian yang dilakukan Khusniati Rofifah yang berjudul “ 

Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayan 

Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo” Penelitian ini 

membahas bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi yang 

dilakukan BMT maupun KSP adalah secara tidak langsung 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan 

lapangan kerja
18

. Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas 

kali ini lebih terfokus pada anggota yang melakukan 

pembiayaan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Raya yang berjudul “ 

Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten 

Bantul” penelitian membahas tentang Pemberdayaan 

menekankan pada proses pemberian kemampuan  kepada 

masyarkat akan menjadi berdaya, pemanfaatan dana Baitul 

Mal dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki 

peran yang sangat signifikan pada peningkatan pendapatan 

anggota
19

. Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas kali ini 

sampel yang digunakan memiliki kriteria yang berbeda dari 

penelitian diatas. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Arif Lubis yang berjudul 

“ Peranan BMT dalam pemberdayaan Ekonomi Nasabah 

Berastagih-Kebenjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT 

                                                             
17

Ulya Nindyaningtyas, Peran pembiayaan Produktif BMT Pahlawan 

dalam peningkatan Kesejahteraan Anggota 
18

Khusniati Rofifah, Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam 

Pemberdayan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo 
19

Fitri Raya, Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul 
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Mitra Simalem Al-Karromah) 
20
“ penelitian ini membahas 

Pemberdayaan BMT  Mitra Simalem AL-Karomah yang 

dilakukan melalui realisasi pembiayaan pada nasabah bisa 

disimpulkan berhasil. Perbedaanya adalah terletak pada 

sumber data yang digunakan, sumber penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan skunder. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Solikhul Hidayat yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat” 

penelitian ini membahas bagaimana peran BMT dalam 

pemberdayaan dari persepsi masyarakat, masyarakat menilai 

bahwa produk BMT cukup inovatif dan berkontribusi nyata 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
21

Perbedaanya 

adalah penelitian ini tidak menggunakan persepsi masyarkat 

luas, melainkan lebih tertuju hanya anggota pembiayaan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) menurut Koentjono Ningrat, penelitian lapangan adalah 

“bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui 

frekuensi penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam 

masyarakat
22

. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data 

dalam keadaan sewajarnya, menggunakan bekerja secara 

sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau 

proses menjaring data atauinformasi yang bersifat sewajarnya. 

                                                             
20

Fauzi Lubis, Peranan BMT dalam pemberdayaan Ekonomi Nasabah 

Berastagih-Kebenjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem 

Al-Karromah) 
21

Solikhul Hidayat, Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 
22

Koentjono Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Bina 

Aksara,1985) 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dibagi 

menjadi dua sumber, yaitu :  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali 

langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian
23

. Dalam 

penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sample 

yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap 

cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas 

strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu.
24

 Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari 

Manager BMT Asyyafi‟iyah, dan para anggota pembiayaan 

secara acak untuk mendapatkan informasi yang akurat.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan 

digali dari sumber kedua/sekunder atau bahan-bahan 

pelengkap
25

. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

penulusuran berbagai referensi yang terkait dengan Peran 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan 

ekonomi. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: buku-

buku, data lembaga keungan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

bahan acuan lainnya. 

3. Sumber Data Tersier  

Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu 

bahanbahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap 

                                                             
23

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,(Jakarta: Rajawali 

pers, 2008) 
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008) 
25

Ibid,27. 
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sumber data primer dan sekunder
26

. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya
27

. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh anggota yang melakukan pembiayaan di 

BMT Assyafi‟iyah BN Gadingrejo yang berjumlah 190 

Anggota yang masih aktif (Data 11 Januari 2022).
28

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel adalah 

proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, 

sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman 

tentang sifat atau karakteristik nya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada 

elemen populasi.
29

 Sampel yang baik memiliki 

kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi dan bersifat 

resprentatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik 

populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

accidental sampling, Menurut Sugiyono Sampling Insidental 

/ Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

                                                             
26

Muhammad, Metodologi Penelitian,103. 
27

Wiratna Sujawerni, Metode Penelitian bisnis dan Ekonomi( 

Yogyakarta:Pustaka baru press,2015),21. 
28

Hidayat,  Karyawan  Marketing BMT Assyafi’iyah BN Gadingrejo, 

(diwawancara 10 januari 2022 pukul 11:00 WIB) 
29

Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, dan Karya Ilmiah, Edisi I. Jakarta: Kencana. 
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sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. Berdasarkan pendapat tersebut 

maka penulis mengambil sebanyak 20 orang dari Populasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

     Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

prilaku objek sasaran.
30

 

      Menurut Nana Sudjana observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti
31

. Teknik observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yangdiselidiki. Dalam arti yang 

luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada 

pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung 

maupun tidak langsung
32

. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden, dan jawaban jawaban responden dicatat 

atau direkam.
33

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa foto, catatan, transkip, buku-

buku, suratkabar, majalah, agenda tentang pendapat, 

                                                             
30

 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna 

Skripsi (Jakarta:Rineka Cipta,2011),104 
31

  Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian ( Bandung: Sinar Baru,1989),.84 
32

 Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey 

(Jakarta:LP3ES,1995), 46 
33

Susiadi AS, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandar Lampung : Pusat 

Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung,2015) 
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teori, dalil dan sebagainya, yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.
34

 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan 

diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan 

teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data (Editing), yaitu tahap pertama 

dalam pengolahan data, editing ini merupakan 

proses memeriksa data yang telah dikumpulkan.
35

 

b. Koding, yaitu mengklarifikasi jawaban dari 

responden kedalam kategori-kategori
36

. Atau 

memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 

sumber data atau urutan rumusan masalah. 

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data 

secara teratur, berurutan, dan sistematis.  

c. Sistematis data, yaitu mengelompokkan secara 

sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda 

menurut klasifikasi data dan urutan masalah
37

. 

6. Metode Analisis Data  

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah 

keseluruhan data dikumpulkan maka langkah 

selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut 

agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis 

data penulis menggunakan metode berfikir induktif 

yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan 

                                                             
34

Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2000) 
35

I Ketut Swarjana, Statistik Kesehatan, Ed. 1 (Yogyakarta: Andi, 2016).   
36

Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015) ,115. 
37

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet Ke-1 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).   
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peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

deksriptif kualitatif. 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi dengan judul 

“Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Anggota (Studi pada BMT Asyyafi‟iyah BN Cabang 

Gadingrejo adalah sebagai berikut : 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab memuat penegasan judul, 

latar belakang yang bersi tentang bagaimana peran BMT 

Assyafi‟iyah Gadingrejo memfasilitasi dan membantu anggota 

yang melakukan pembiayaan dalam skala kecil maupun 

menengah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian atau cara kerja yang 

akan digunakan dan sistematika penulisan yang memberikan 

gambaran terhadap penelitian yang dilakukan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab II ini mencakup berbagai macam teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, meliputi teori-teori tentang 

pembiayaan dan pemberdayaan. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini terdiri dari 2 sub bab diantaranya gambaran umum 

objek, yaitu penjelasan tentang lokasi, keadaan latar sosial, 

budaya, ekonomi, serta lingkungan dan sub bab kedua mengenai 

penyajian fakta dan data penelitian. 

4.Bab IV Analisis Penelitian 

Pada Bab IV berisi pembahasan penelitian terkait hal-hal 

pembiayaan Mudharah BMT Assyafi‟iyah BN Gadingrejo dalam 

pemberdayaan ekonomi anggota ditinjau dari teori dengan fakta 

yang ada dilapangan. 
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5. Bab V Penutup 

Pada bab V berisi simpulan serta rekomendasi dari keselurhan 

proses dan hasil penelitian mengenai Pembiayaan Mudharabah 

yang dilakukan BMT terhadap pemberdayaan ekonomi anggota 

yang didapatkan di lapangan dan rekomendasi untuk penelitian 

lebih lanjut dan lebih mendalam dari skripsi ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembiayaan Mudharabah 

1. Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah dan Macam-

macamnya 

a. Pengertian Akad 

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah janji, perjanjian atau kontrak. Sedangkan akad secara 

Bahasa adalah ikatan atau mengikat
38

. Dikatakan ikatan 

maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung 

tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya 

hingga keduanya menyambung dan menjadi satu. 

Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli 

Hukum Islam (Fuqaha‟) mendefinisikan, akad adalah suatu 

perikatan antara ijab dan qobul yang sesuai dengan kehendak 

syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum 

pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak 

untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan. 

b. Syarat-syarat Akad 

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang 

harus dilakukan. Adapun syarat akad ada yang menyangkut 

rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang 

menyangkut subyek akad.  Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, 

suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang 

harus di penuhi (syarat), yaitu : 

1) Dua aqid yang di namakan Tharafyil aqdi atau aqidain 

sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting 

parties) . 

2) Mahallul aqdi (ma‟qud alaih), yaitu sesuatu yang di 

                                                             
38 M. Yazid Afandi, M.Ag. Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam 

Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33. 
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akadkan sebagai obyek perikatan ( the object matter ). 

3) Maudhu‟ al-Aqdi ( ghayatul akad ) yaitu cara maksud yang 

dituju sebagai prestasi yang dilakukan ( the subject matter ) 

4) Shighat al-aqd sebagai rukun akad
39

. 

c. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan 

untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata 

pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan 

biaya. 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul 

Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT 

kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat 

dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana 

guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya 

dan layak memperolehnya. 

Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan 

syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukkan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu 

untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, 

perdagangan maupun investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan 

menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam 

dua kelompok: 

(a). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang 

diperl ukan untukmemenuhi kebutuhan dalam hal 

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu 

jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif 

yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil 

dari produksi. 
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(b). Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal investasi serta fasilitasfasilitas yang berkaiatan 

dengan masalah tersebut. 

d.  Pengertian Akad Pembiayaan Mudh arabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb ( Ώضر ), yang 

berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau 

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara 

teknis, akad Mudh  arabah adalah akad kerja sama antara 

dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang 

lain menjadi pengelola (mudh arib). Keuntungan usaha 

secara Mudh arabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami 

kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. 

Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus 

bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
40

 

Akad Mudh arabah adalah salah satu bentuk akad 

kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi 

untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut 

dengan shahibul maal atau rabbul maal (penyedia dana) 

untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak 

sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut 

mudh  arib yang memiliki keahlian untuk menjalankan 

usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan 

tujuan untuk mendapatkan laba. Dari penjelasan-penjelasan 

di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan 

Mudh arabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi 

hasil dimana pemilik modal (shahibul maal) yang 

menyediakan modalnya (100 ) kepada pengusaha atau 

yang sering disebut mudh  arib, untuk melakukan aktivitas 
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produktif dengan syarat bahwa keutungan yang dihasilkan 

akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan 

sebelumnya dalam akad. 

e. Macam-macam Pembiayaan Mudh arabah 

Secara umum Mudh arabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

Mudh arabah muthlaqah dan Mudh arabah muqayyadah. 

1) Mudh arabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 

shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu 

dan daerah bisnis. 

2) Mudh arabah muqayyadah adalah kebalikan dari Mudh  

arabah muthlaqah. Disini, si mudharib dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.
41

 

 

2. Landasan Pembiayaan Mudh arabah 

Secara umum, landasan dasar syariah Mudh  arabah adalah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan 

dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini: 

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20 

نِ  رْآ قُ لْ ا نَ  مِ رَ  سَّ يَ  َ ت ا  مَ وا  رَءُ  ْ ق ا فَ    ۚ مْ  كُ يْ لَ عَ بَ  ا تَ  َ ف وهُ  صُ حْ تُ نْ  لَ نْ  أَ مَ  لِ عَ
ضِ  لَْْرْ ا ي  فِ ونَ  رِبُ ضْ يَ ونَ  رُ خَ وَآ    ۚ ىٰ  رْضَ مَ مْ  كُ نْ مِ ونُ  كُ يَ سَ نْ  أَ مَ  لِ عَ    ۚ

ٕ ٓ لَّوِ  ل ا لِ  ي بِ سَ ي  فِ ونَ  لُ تِ ا قَ  ُ ي ونَ  رُ خَ وَآ    ۚ لَّوِ  ل ا لِ  ضْ فَ نْ  مِ ونَ  غُ  َ ت بْ  َ  ي
Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi 

berperang dijalan Allah…  

Yang menjadi argumen dari Surat Al-Muzammil tersebut 

adalah adanya kata yadhribun ( يضرت  ) yang sama dengan akar 

kata mudharabah yang mana berartikan melakukan suatu 

                                                             
41

 M. Yazid Afandi, M.Ag. Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam 

Lembaga Keuangan Syari'ah,( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 110. 



22 
 

 
 

perjalanan usaha. Sehingga dari uraian di atas tersebut dapat 

ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti 

berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu 

kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak 

menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan-urusan 

kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan 

syiar- syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan. 

Dan Surat Al-Jumu‟ah : 10 

لِ  ضْ فَ نْ  مِ وا  غُ  َ ت  ْ ب وَا ضِ  لَْْرْ ا ي  فِ وا  رُ شِ تَ  ْ ن ا فَ ةُ  لََ صَّ ل ا تِ  يَ ضِ قُ ا  ذَ إِ فَ
ل ا رُوا  ذكُْ وَا لَّوِ  ل ونَ ا حُ لِ فْ  ُ ت مْ  لَّكُ عَ لَ رًا  ي ثِ ٔ لَّوَ كَ ٓ 

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

 

B. Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Secara bahasa, kata „berdaya‟ bermakna “berkemampuan, 

bertenaga, berkekuatan”. Kata „daya‟ bermakna “kesanggupan 

untuk melakukan, kesanggupan untuk berbuat kegiatan”. Jadi 

pemberdayaan merupakan kemampuan, tenaga, dan kekuatan yang 

harus ditingkatkan secara maksimal untuk mengembangkan 

kemampuan itu sendiri agar mandiri. 

Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry 

Hikmat, pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat 

diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga 

dapat berperan sebagai agen pembangunan
42

. Berbeda dengan 

pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya Harry 

Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai pemahaman 

secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan 
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sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. 

Sementara itu, McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses 

pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen 

melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah 

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, 

bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui 

usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan 

serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 

bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun 

demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk 

mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam 

pengambilan keputusan.
43

 

Pemberdayaan diistilahkan dengan kata “empowerment” yaitu 

sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi 

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi 

tersebut dengan tindakan yang nyata.
44

 Namun kesadaran yang 

dapat menghasilkan tindakan nyata tersebut terjadi apabila manusia 

itu mau berubah, sebab kebangkitan atau keruntuhan suatu bangsa 

tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam  

Surat Ar-Ra‟d ayat 11. 

وِ  لَّ  ل ا رِ  مْ أَ نْ  مِ وُ  ونَ ظُ فَ حْ يَ وِ  فِ لْ خَ نْ  وَمِ وِ  يْ دَ يَ نِ  يْ  َ ب نْ  مِ تٌ  ا بَ قِّ عَ مُ وُ  لَ
   ۚ مْ  هِ سِ فُ  ْ ن أَ بِ ا  مَ وا  رُ ي ِّ غَ  ُ ي تَّىٰ  حَ مٍ  وْ قَ بِ ا  مَ رُ  ي ِّ غَ  ُ ي لََ  لَّوَ  ل ا نَّ  إِ    ۚ

وِ  ونِ دُ نْ  مِ مْ  هُ لَ ا  مَ وَ    ۚ وُ  لَ رَدَّ  مَ لََ  فَ ا  وءً سُ مٍ  وْ قَ بِ لَّوُ  ل ا دَ  رَا أَ ا  ذَ إِ وَ
ٔ لٍ  ٔ ا وَ نْ   مِ

 Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian 
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pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam 

berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi 

yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila 

dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan 

dengan perolehan daya. Kemampuan dan akses terhadap sumber 

daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat 

memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan 

maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang 

memiliki komitmen terhadap pemberdayaaan masyarakat.  

 Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu 

proses pribadi dan sosial;suatu pembebasan kemampuan 

pribadi,kompetensi,kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan 

Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata 

“empowerement” yang berarti memberi daya, memberi 

“power”(kuasa),kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya.
45

  

  Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan 

ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat. perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa 

perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan 

kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan 

roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat 

adalah semua warga negara. 

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk 

menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan 

berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang 

benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat 

adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi 

rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. 

c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan 
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dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari 

ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi 

subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 

kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan 

struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber daya 

manusia; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan 

teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia. 

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat,tidak cukup hanya 

dengan peningkatan produktifitas, memberikan 

kesempatan berusaha yang sama dan hanya 

memberikan suntikan modal sebagai stimulan,tetapi 

harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang 

erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah 

dan belum berkembang. 

e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat 

adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih 

besar kepada asset produksi(khususnya modal); (2) 

memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha 

ekonomi rakyat,agar pelaku ekonomi rakyat bukan 

sekedar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan 

kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong 

munculnya wirausaha baru, dan (6) pemerataan. 

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup : (1) 

peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) 

peningkatan akses pengembangan “SDM” ; dan (3) 

peningkatan akses sarana dan prasarana yang 

mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat 

lokal
46

. 

2. Proses Pemberdayaan 

 Pranarka dan vidhyandika menjelaskan bahwa : “proses 

pemberdayaan mengandung dua kecenderungan“. Pertama, 
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proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan 

atau mengalihkan sebagian kekuatan,kekuasaan atau kemampuan 

kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.  

 Kecenderungan tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan 

primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan 

kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
47

 

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan 

istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya 

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk 

mengembangkannya. 

 Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang mensyaratkan 

adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan kondisi seseorang, 

sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi 

yang lebih baik. Disini kata pemberdayaan mengesankan arti 

adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. 

 Secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk 

menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak 

berdaya dapat menjadi berdaya, oleh karena itu melalui 

pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang 

lebih baik.
48
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Sumarjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu : 

a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu 

merencanakan (mengantisipasi perubahan kedepan) 

b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri. 

c. Memiliki kekuatan untuk berunding. 

d. Memiliki bargaining power yang memadai dalam 

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 

e. Bertanggung jawab atas tindakanya. 

 Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang 

memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara 

berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat secara bertanggung jawab.
49

 

3. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 

  Menurut Wharton pemberdayaan ekonomi adalah perilaku 

ekonomi yang terus menerus bergerak dari moral subsisten yang 

pada dasarnya tidak responsif terhadap ekonomi yang 

ditawarkan, menuju ke arah moral ekonomi rasional yang sangat 

responsive terhadap pembaharuan  Pemberdayaan ekonomi 

merupakan suatu usaha yang menjadikan ekonomi agar berdaya 

tinggi, kuat dan modern. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi 

maka diharapkan agar masyarakat mampu untuk mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari, dan pemberdayaan ekonomi sangat 

memperioritaskan pada sumber daya manusia dan sumber daya 

alam. Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut dengan 

lapisan masyarakat yang paling bawah yang dinilai kurang 

mampu, sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak lain, 

maka dengan demikian taraf hidup masyarakat akan meningkat 

dari sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu upaya 
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untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi 

kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan 

dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. 

Pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat agar dapat memberikan peluang kepada 

masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat merubah 

kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumny 

 Jamasy mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung 

jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan 

pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, 

kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat 

dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, 

kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam 

menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.
50

 

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, sulistyani menjelaskan 

bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat 

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi 

mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami 

oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.
51

 

 Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 

kognitif,konatif, psikomotorik dan afektif serta sumberdaya 

lainnya yang bersifat fisik atau material. Kondisi kognitif pada 

hakekatya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh 

pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari 

solusi atas permaslahan yang dihadapi. Kondisi konatif 

merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan 
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diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai 

pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan 

perasaan yang dimiliki individu yang diharapkan dapat 

diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan 

perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan 

ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung 

masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan. 

4. Indikator Pemberdayaan 

 Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan 

yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sehingga 

sebuah program pemberdayaan sosial perlu diberikan, segenap 

upaya dapat dikonsentrasikan pada sasaran perubahan yang perlu 

dioptimalkan. 

 Suatu perekonomian masyarakat dikatakan berdaya jika 

memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup 

dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki 

kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. 

Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam 

mengaktualisasikan diri dan menjaga keeksistensinya bersama 

bangsa dan negara.
52

 

 Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan 

indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai 

empowerment index atau indeks pemberdayaan. Kedelapan 

indicator tersebut adalah sebagai berikut: 

Kebebasan mobilitas :  

1) kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas 

medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. 
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Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu 

mampu pergi sendirian. 

2) Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan 

individu untuk membeli barang-barang kebutuhan 

keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak 

goreng, bumbu): kebutuhan dirinya (minyak rambut, 

sabun mandi, rokok, bedak, sampo). 

3) Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan 

individu untuk membeli komoditas besar; kemampuan 

individu untuk membeli barang-barang sekunder dan 

tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, 

pakaian keluarga. 

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah 

tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri 

maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-

keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit 

usaha. 

5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden 

ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada 

seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang 

mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; 

yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja 

di luar rumah. 

6) Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama seorang 

pegawai pemerintan desa/kelurahan; seorang anggota 

DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya 

memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. 

7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; 

seseorang dianggap ‟berdaya‟ jika ia pernah terlibat 

dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan 

protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri 

yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang 
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tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau 

penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai 

pemerintah. 

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: 

memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. 

Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia 

memiliki aspek- aspek tersebut secara sendiri atau 

terpisah dari pasangannya.
53

 

C. Baitul Maal WaTamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT 

Baitul mal wat tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-

profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan 

baitultamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan 

penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan syariah.
54

 

2. Pengertian BMT Menurut Para Ahli 

Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu 

1. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, Baitul Mal wa 

Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis 

masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.
55

 

2. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah Baitul Mal 

wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro 

yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, 

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil 
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dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta 

membela kepentingan kaum fakir miskin.  

Jadi, Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri 

terpandu yang isinya berintikan bayt al-mal wa altamwil 

dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

eonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya.
56

 

 

 3. Landasan BMT  

  BMT (Baitui Maal wa Tamwil) berasaskan pancasila 

dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, 

keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, atau koperasi, 

kebersamaan, kemandirian. dan profesionalisme. Dengan 

demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah 

dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah. BMT harus 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan 

menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan 

berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan 

untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga 

keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan 

bisnis).'*' Secara yuridis formal keberadaan Baitui Mal 

Wattamwil (BMT) memiliki dasar-dasar hukum terhadap 

status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum yang menjadi 

landasan bagi Baitui Mal Wat tamwil dilihat dari segi 

hukum syariah yaitu: 

  Baitui Mal Wat tamwil (BMT) dalam hukum Islam 

dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum 

bisnis dalam Islam. Konsep Baitui Mal lebih bersifat 

umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-

Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatanperbuatan 
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yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan 

(dinafkahkan) susuai tuntunan agama. 

  Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan 

Baitui Mal Wat tamwil (BMT) diantaranya dapat 

ditemukan  

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 

 

ۚ  بُ لَةٍمِّ  عَسَنَابلَِفِيْكُلِّسُنْ  ۚ  بَ تَتْسَب ْ هِكَمَثلَِحَبَّةٍاَنْ  مَثَلَُلَّذِيْ نَ يُ نْفِقُوْناَمَْوَالَهُمْفِيْسَبِيْلَِللّٰ
هُوَاسِعٌعَلِيْمٌ  ۚ  وَاللّٰ يَّشَاءُۤ  هُيُضٰعِفُلِمَن ْ ۚ  وَاللّٰ  ائَةُحَبَّةٍ 

 Artinya : Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan 

oleh orang-orang yang menajkahkan hartanya di jalan 

Allah adalah serupa dengan sehutir benih yang 

menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir 

(menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan 

ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 

Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui"
57

 

 

  Sesuai ayat diatas Baitui Mal Wat tamwil digunakan 

untuk kemaslahatan umat. yaitu dengan menjalin 

silahturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil 

dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh. 

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh 

kembangkan secaraswadaya dan dikelola secara 

profesional. Aspek baitulmaal dikembangkan untuk 

kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana 

ZISWA (Zakat, infaq, sedekah, wakaf) seiring dengan 

penguatan kelembagaan.
58

 

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (bisnis 

oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat 

dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat 

efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses 

mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu 
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memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para 

deposanya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para 

pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. 

Sedangkan aspek sosial BMT (baitulmaal) beorientasi 

pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin 

dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, 

kelompok anggota ini diberdayakan dengan stimulant dana 

zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu 

harus dikembangkan usahanya dengan dana 

bisnis/komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara. 

Dengan polaini, penerimamanfaat dana zakat akan terus 

bertambah.
59

 

BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering 

disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah ( KJKS). 

Brikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya BMT:  

1. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat 

di sekitar BMT yang selamat,damai, dan sejahtera 

dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT 

dan POKUSMA ( Kelompok Usaha Muamalah ) 

yang maju berkembang, terpecaya, aman, nyaman, 

transparan dan berkehati - hatian. 

2. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA 

dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, 

aman, nyaman, transparan, dan berkehati - hatian 

sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di 

sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.  

3. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan 

keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang 

selamat, damai, dan sejahtera. 

Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut 
60

:  
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1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi 

nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah 

masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi 

islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-

pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang 

islami, misalnyabukti transaksi,dilarang 

mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. 

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi 

sebagai lembaga keuangan mikro,misalnya dengan 

jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau 

masyarakat umum. 

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, 

masyarakat yang masih tergantung rentenir 

disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 

masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. 

Maka BMT harus mampu melayani masyarakat 

lebih baik, misalnya tersedia dana setiap 

saat,birokrasi yang sederhana. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyrakat dengan 

distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung 

berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu 

langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam 

rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah 

pembiayaan, BMT harus memperhatikan 

kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah 

dan jenis pembiayaan.
61

 

D. Strategi Pemberdayaan Ekonomi 

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan 

system ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk 

kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat 

                                                             
61

 Ibid, 101 



36 
 

 
 

secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan 

mendinamiskan potensinya. 

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan 

potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. 

Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu 

secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah 

yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. 

Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh 

potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga 

harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. 

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada 

masyarakat yang sama sekali tanpa daya. 

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat 

itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang 

sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat 

kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang-peluang ekonomi. 

3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti 

melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang 

tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi 

yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut 

tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan 

prakarsanya.
62

 

Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri 

sebenarnya mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan 

ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran 

ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya 

besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, 

investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, 

pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari‟ah yang harus 

menjadi cirri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun 
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kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana 

pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, 

sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.
63

 

Untuk sampai pada misi pertama, yang perlu dilakukan umat 

Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian 

komiditi apa yang harus dihasilkan, baik berupa jasa maupun 

komoditi barang yang tentu saja yang memenuhi kriteria khalalan 

wa thayyiban, yakni barang jasa yang halal menurut syari‟at Islam 

yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun 

maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, 

diperdagangkan dan dikonsumsikan. Dalam hal ini ada dua faktor; 

(1) bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus 

diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat. 

Misi kedua, aspek etika dan syari‟ah merupakan ciri khas 

persoalan ekonomi dan bisinis dalam pandangan Islam. Kaum 

muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak 

boleh menimbun (boarding) ketika masyarakat kelangkaan barang 

untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan 

order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak 

sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum 

ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para 

pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern. 

Misi ketiga, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan 

ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru 

dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di 

tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan 

sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai 

konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu 

lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.
64

 

Menurut Abdul Munir Mulkhan, bahwa sebenarnya di bidang 

ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial ditempatkan sebagai 

paradigma model harapan rasional (rational expectation) mengenai 

masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial 

mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi 

dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan 
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politik. Public choice menjadi dasar pengembangan etika bisnis 

sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi 

rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro 

ekonomi-politik. 
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